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Bukit merupakan daerah yang mengalami pengendalian hutan tempat
adanya Sumber Daya Air, meskipun sudah banyak peraturan yang ada. Adanya
aktivitas pembukaan hutan secara luas berdampak pada kehidupan masyarakat
seperti banjir, longsor, dan krisis air bersih warga. Kecamatan Bukit memiliki
lahan perkebunan terluas dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di
Kabupaten Bener Meriah, jumlah krisis yang terjadi juga semakin tahun
meningkat. Selain itu Kabupaten Bener Meriah belum memiliki Qanun khusus
tentang perlindungan hutan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bener Meriah dalam Pengendalian Sumber Daya Air Di kecamatan
Bukit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif, data yang
diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang
dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari
Kabupaten Bener Meriah khususnya Kecamatan Bukit dan penelitian kepustakaan
dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahanbahan
bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang efektif dalam
menangani masalah sumber daya air hal disebabkan karena kurangnya komitmen
aparat yang bekerja di lapangan, sosialisasi, reboisasi yang dilakukan bukan
berdasarkan kebutuhan. Dampak yang terjadi akibat tidak terjaganya tempat
sumber daya air terjadi banjir, krisis air, amblasnya tanah dan kekeringan di
sekitar hutan lindung tempat sumber daya air.
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